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DAFTAR ISTILAH 

Tabel 5. 1 Daftar Istilah 

BP (Bendahara 

Pengeluaran) 

Orang yang bertanggung jawab untuk menerima, 

mengelola, dan mengalokasikan dana UP/TUP yang 

diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan atau program 

tertentu. 

BPP (Bendahara 

Pengeluaran Pembantu) 

Orang yang dipilih untuk membantu Bendahara 

Pengeluaran dalam membayar pihak-pihak yang 

memenuhi syarat untuk menjamin pelaksanaan tugas-

tugas tertentu secara efisien. 

DIPA (Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran) 

Dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran atau 

Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk digunakan 

dalam pelaksanaan anggaran. 

Katimker (Kepala Tim 

Kerja) 

Bagian kelompok fungsional kepada Sub Bagian 

Administrasi Umum. 

KPPN (Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara) 

Unit operasi di bawah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang diberi wewenang oleh Bendahara 

Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan beberapa 

fungsi BUN 

Nota Dinas ROK 

 

Dokumen resmi yang digunakan untuk menyampaikan 

instruksi, keputusan, atau informasi terkait dengan 

rencana operasional kegiatan yang akan dilakukan 

dalam suatu periode tertentu. 

PIC PUM Timker Penanggung Jawab Uang Muka Tim Kerja 

POK (Petunjuk 

Operasional Kegiatan) 

Dokumen yang berisi rincian rencana kerja dan biaya 

yang dibutuhkan untuk pelaksanaan suatu kegiatan. 

PPK ( Pejabat Pembuat 

Komitmen) 

Orang yang bertanggung jawab menjalankan 

wewenang Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna 

Anggaran (PA/KPA) untuk membuat keputusan atau 
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tindakan yang menghasilkan pengeluaran dana dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

PPSPM (Pejabat Penanda 

Tangan Surat Perintah 

Membayar) 

Pejabat yang telah diberikan kewenangan oleh PA/KPA 

untuk menyetujui perintah pembayaran dan 

memverifikasi permintaan pembayaran. 

ROK Rencana 

Operasional Kegiatan) 

Dokumen yang digunakan untuk merencanakan dan 

mengatur kegiatan Tim Kerja dalam jangka waktu 

tertentu berdasarkan yang tercantum dalam POK. 

SP2D (Surat Perintah 

Pencairan Dana) 

Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN, yang 

bertindak sebagai wakil Bendahara Umum Negara, 

yang mengizinkan pembayaran atas Surat Perintah 

Membayar (SPM) atas beban APBN. 

SPBy (Surat Perintah 

Bayar) 

Dokumen yang dikeluarkan oleh PPK atas nama tim 

kerja, yang berfungsi untuk mengalokasikan uang 

persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran 

kepada penerima yang dituju. 

SPJ (Surat 

Pertanggungjawaban) 

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rampung adalah 

dokumen yang digunakan untuk melaporkan bagaimana 

anggaran atau dana yang telah dialokasikan untuk suatu 

kegiatan Tim Kerja telah digunakan. 

SPM (Surat Perintah 

Membayar) 

Dokumen yang dikeluarkan oleh PPSPM untuk 

mengeluarkan dana yang berasal dari Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

SPP (Surat Permintaan 

Pembayaran) 

SPP adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) yang memuat permintaan 

untuk pembayaran tagihan kepada negara. 

SPTJB Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 

SubBag Adum Sub Bagian Administrasi Umum 

TUP (Tambahan Uang 

Persediaan) 

Dana yang digunakan untuk kebutuhan mendesak dan 

disalurkan kepada Bendahara Pengeluaran jika 

melebihi jumlah UP yang telah ditetapkan perbulan. 
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UP (Uang Persediaan) Uang muka yang diberikan kepada Bendahara 

Pengeluaran dalam jumlah tertentu untuk membiayai 

kegiatan sehari-hari atau biaya yang tidak 

memungkinkan menggunakan pembayaran langsung. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Promosi 

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola 

anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui 

pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan secara menyeluruh. Untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat dilakukan berbagai program dan kegiatan dimana 

membutuhkan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan efektif. Dalam hal ini 

diperlukan suatu prosedur untuk memperoleh anggaran. Oleh karena itu, prosedur 

pengajuan anggaran menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan 

mendapatkan dukungan finansial yang memadai. 

Dalam proses pengajuan anggaran, berbagai prosedur harus diikuti termasuk 

prosedur pengajuan kegiatan dan kebutuhan anggaran tim kerja, prosedur pembayaran, 

serta prosedur terkait pajak. Prosedur pengajuan anggaran untuk kegiatan tim kerja 

pada direktorat tersebut dilakukan oleh Sub Bagian Administrasi Umum yang 

merupakan tempat bagi penulis melaksanakan praktik kerja lapangan. Dalam hal ini, 

penulis terlibat didalamnya dalam pembuatan dokumen tentang penunjukan tim yang 

akan menjalankan suatu kegiatan, membantu melakukan rekapan data perjalanan dinas 

yang kemudian diajukan ke BPP untuk dilakukan pembayaran serta pengarsipan 

dokumen. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan yang 

dilakukan oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dicatat 

dengan akurat dan sesuai undang-undang yang berlaku. 

Dalam proses tersebut, pemahaman yang komprehensif tentang prosedur 

pengajuan anggaran sangat penting. Oleh sebab itu, Standar Operasional Prosedur 

(SOP) diperlukan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana pekerjaan tersebut 

dilakukan. Hal ini diperkuat oleh keputusan Menteri Keuangan No. 128/PMK.01/2020 

(Menteri Keuangan, 2020). Keputusan tersebut menekankan pentingnya memiliki 

pedoman yang jelas dan terstandarisasi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan di 
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semua unit kerja, untuk memastikan konsistensi, akurasi, akuntabel dan efisiensi 

dalam pelaksanaan tugas. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis menyadari bahwa prosedur 

pengajuan anggaran memberikan kerangka kerja yang jelas bagi setiap unit kerja di 

Direktorat ini untuk merencanakan, melaksanakan, serta melaporkan penggunaan 

dana. Hal ini berperan penting dalam mengurangi risiko kesalahan administratif, 

penggunaan dana yang tidak tepat, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat 

pengawasan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Dengan demikian, penulis tertarik memilih judul “Prosedur Pengajuan Anggaran 

Kegiatan Tim Kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kemenkes RI” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulis, seperti konteks yang disebutkan sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Prosedur pengajuan anggaran tim kerja Direktorat Promosi Kesehatan 

dan Pemberdayaan Masyarakat 

b. Dokumen yang dibutuhkan pada prosedur pengajuan anggaran tim 

kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

c. Kendala selama penerapan prosedur pengajuan anggaran kegiatan tim 

kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan tugas akhir, sesuai ruang lingkup yang telah disebutkan 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan prosedur pengajuan anggaran tim kerja Direktorat 

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

b. Mengidentifikasi dokumen yang diperlukan pada prosedur pengajuan 

anggaran tim kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 
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c. Mendeskripsikan kendala selama penerapan prosedur pengajuan 

anggaran kegiatan tim kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

 Penulis berharap laporan tugas akhir ini akan bermanfaat bagi banyak orang, 

di antaranya: 

a. Bagi penulis, dapat meningkatkan pemahaman tentang prosedur 

pengajuan anggaran kegiatan tim kerja Direktorat Promosi Kesehatan 

dan Pemberdayaan Masyaraka Kemenkes RI, serta pihak-pihak terlibat 

dan dokumen yang diperlukan dalam proses tersebut. Prosedur ini dapat 

menjadi referensi yang berharga untuk memudahkan pengelolaan 

anggaran di masa mendatang. Panduan ini membantu memastikan 

bahwa setiap tahap prosedur pengajuan anggaran diselesaikan secara 

akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Bagi Perusahaan, dapat membantu mereka mengelola sumber daya 

dengan lebih efisien karena telah memahami prosedur pengajuan 

anggaran yang jelas dan transparan. Mereka dapat mengoptimalkan 

alokasi anggaran mereka sesuai dengan kebutuhan proyek atau kegiatan 

yang direncanakan. 

c. Dalam bidang ilmu pengetahuan, dapat memberikan acuan yang 

berguna tentang tugas yang dilakukan dan membantu penyelenggara 

menjalankan tugas mereka. Mereka dapat menganalisis proses ini untuk 

memahami praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran di sektor 

kesehatan dan menerapkannya dalam konteks yang relevan. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data selama 

penyusunan tugas akhir ini, di antaranya: 

a. Metode Wawancara 

Penulis mengajukan pertanyaan ke beberapa pegawai yang 

terlibat dalam proses keuangan. Selanjutnya, penulis merekam, 
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mencatat, dan menyusun hal-hal terkait dengan prosedur pengajuan 

anggaran kegiatan tim kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yang dilakukan penulis dalam hal ini 

mengumpulkan dokumen-dokumen terkait prosedur pengajuan 

anggaran kegiatan tim kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI dan juga menggunakan 

referensi lainnya untuk dilampirkan. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan beberapa pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Prosedur pengajuan anggaran tim kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat sudah sesuai dengan teori Allen dan Tommasi 

dalam Iskandar (2020:3-7). Di mana menggunakan DIPA sebagai pedoman 

utama, membuat komitmen oleh PPK, lalu penerbitan SPP serta SPM oleh 

PPSPM. Setelah SPM disampaikan ke KPPN, SP2D diterbitkan untuk 

pencairan dana. Verifikasi dan dokumentasi pendukung dilakukan oleh PIC 

PUM. Prosedur ini konsisten dengan teori dari perencanaan hingga audit 

akhir. 

b. Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pengajuan anggaran untuk tim 

kerja pada Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

adalah POK, ROK, nota dinas ROK, SPP, SPM, SP2D, rekapan kegiatan, SPJ 

rampung, SPBy kegiatan, dan Bukti Pembayaran. 

c. Selama menjalankan prosedur pengajuan anggaran kegiatan tim kerja 

terdapat kendala yang ditemui, yaitu kegiatan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan ROK dan penyampaian SPJ dan laporan secara tidak tepat waktu 

dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses revolving uang UP dan TUP. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan mengenai Prosedur pengajuan anggaran kegiatan 

tim kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, berikut 

beberapa alasan saran yang dapat penulis sampaikan: 

a. Kendala yang ditemui dalam proses pengajuan anggaran, seperti kegiatan 

yang tidak sesuai dengan ROK dan penyampaian SPJ dan laporan secara tidak 

tepat waktu, dapat diatasi dengan meningkatkan pengawasan dan 
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pengendalian. Langkah konkret meliputi pembentukan tim pengawas internal 

untuk memantau kegiatan sesuai ROK dan terkait tenggat waktu SPJ. Tim ini 

melakukan tinjauan rutin, audit, dan menggunakan aplikasi manajemen 

proyek seperti Asana atau Trello untuk melacak kegiatan secara real-time, 

menyesuaikan ROK dengan cepat saat ada perubahan, dan mengelola tenggat 

waktu SPJ. 

b. Komunikasi antara tim kerja, Subbag Adum, Direktur, PPK, dan BPP 

dilakukan dengan manjadwalkan rapat mingguan atau bulanan secara 

berkelanjutan dapat membantu mengatasi kendala yang ditemui dalam proses 

pengajuan anggaran dan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama 

tentang status kegiatan dan penyesuaian ROK. 

c. Tim kerja harus memiliki keterampilan atau kompetensi terkait pengelolaan 

keuangan untuk mengelola dan mengawasi penggunaan anggaran. Saran yang 

dapat diberikan adalah meningkatkan keterampilan tim kerja melalui 

pelatihan yang difokuskan pada manajemen anggaran dan penyusunan 

laporan untuk meningkatkan kemampuan tim dalam tugas sehari-hari. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

Narasumber: Bapak Sidik Wasana Adi, S.E (Pejabat Pembuat Komitmen) 

 

1. Bagaimana proses pengajuan kegiatan dan kebutuhan anggaran tim kerja? 

2. Apa saja dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pengajuan anggaran untuk 

tim kerja? 

3. Apakah selama proses pengajuan pernah mengalami hambatan, kalau ada apa saja 

pak? 

4. Solusi seperti apa yang dilakukan jika terjadi hambatan dalam pengajuan 

anggaran? 

5. Bagaimana cara promkes memperoleh dana yang di perlukan?  

6. Jenis dana apa saja yang biasa di peroleh oleh promkes? 

7. Seberapa seringkah promkes mengevaluasi hasil kinerja keuangan? 

8. Berapa waktu yang diperlukan untuk proses pengajuan anggaran? 
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Lampiran 2 

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 
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Lampiran 3 

Rencana Operasional Kegiatan (ROK) 
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Lampiran 4 

Nota Dinas 
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Lampiran 5 

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 
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Lampiran 6 

SPM (Surat Perintah Membayar) 
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Lampiran 7 

Rekapan Perjalanan Dinas 
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Lampiran 8 

SPJ Rampung 

a. Rincian Biaya 
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b. Bukti Transaksi 
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c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 
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d. Surat PertanggungJawaban Mutlak (SPTJM) 
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e. Surat Tugas 
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Lampiran 9 

SPBy Kegiatan 
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Lampiran 10 

Bukti Pembayaran 

 


